
PEM?URAN BUPA1I BULELENG

NOMOR 82 TAIUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN I(EDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 22 TAHUN 20 14 TENTANG KEB1JAKAN A(UMANSI PEMERINAAH

(ABUPATEN BULELENG

BUPATI BULELENG
PRO\4NSI BALI

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

banwa sesuai dengan Pasal 239 Peraturd Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan

Daerah men atakd bah{a kepala daeral menetapkd
pcraturd kepala Oaeral tentarg kcbijakaD akuntmsi
pederintah dacrah dengd berledomu pada standar al<lntdsi

balwa dergan adeya Penerapan Sistem ALuntansi Berbasis

Aknral yang disesuaikm dengan penerapa. pada Pemerjntah
(abupaten Buleleng maka dipanddg perlu penyempurnad

Peraturan Bupati Buleleng 'Nomor 22 Taiun 2014 tentdg
Kebijakan Akuntansi Pemerintan (abupaten Buleleng j

bahwa berdasarkan perrimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, pellu menetapke Perarurm
Bupati Buleleog tentdg Perubahan atas PeratEd Bupari

Buleleng Nomor 22 rahin 2Or4 tertanS Kebijakan AkuDtasi
Pemerintah Kabupaten Buleleng i

Undas-Undeng No6or 69 Tahs 1958 teEteg Pembentukan

Daerah-Daera.h TjDgkar lI dalam Wilayah Daerah-Dae.ah Tingkat

I Bali, Nusa tenggda Barat dan Nusa Te.ggaE Tinur (l€mbaran

Negda Republik Indonesia Tahun 1958 Nodor 122; Tahbana4

lambarm Negda Republik Indonesia Nooor 16s5);



6.

2. Undang-Unddg Nomor 2a Tahun 1999 tentaDg penyetcngga.aan

Ncgaa yog Be6ih dM Bebas Korupsi, (otusi dan Neporisme

{L€nlbard Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7Sl
Tanbahan LenbaEn Nesaa Republik rndonesia Nomor 38s1 lj

3, Undang-Unddg Nomor t7 Tahun 2OO3 rentag Keuangan
Negtua (Lembtuan Negara Repubtik rndonesia Tahun 2Oo3

Nomor 47, Tahbahan Lembam Negara Repubtik Iodonesia

4, Unddg Unddg Nomor 1 Tahun 2OO4 tetrtang perben.laha.aan

Nesara (Lembaran Necara Repubtik rndonesia Tahun 2ooa
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia

5. Undang-Undane Nomor rS Tahun 2OO4 tentang pemeriksaan

Pengclolaan dan Tanggunsjawab Keuangan Negara (Lembaran

Nesda Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nohor 66 I Tambahan
Lembaran Nesara Republik lndonesia Nomor 44oo)j
Unddg-Undeg Nomor 33 Tahun 2oo4.tcntsg perihbangan

Keuangan Anta€ Pemerintatl pusat dan pemerintat Daerai
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambaha. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)j

7. Undang-Undang Nomor 12.aahun 2O1t tenrang pembenrukan

Peraturd Perudang-Undangan (Lemba.an Neeara Republik
Indoresia Tahun 2011 Nomor 82j Tambahan rrhbaran Negara
Republik Indoresia Nomor S234)i

Undang-Undang Nohor 23 Tahun 2Ot4 tentang pemerinhnan
Ddersh rLembdran \Fgd. RFpub.rk tnoonesia T.t Jn 20la
Nomor 244, Tambahan Lembean Negara Republik Indonesia
Nomor 55a4 sebagaimda relah diubah beberapa kati rerakhir
dengan Uadang-Undang Nohor 9 .Iahun 2OI5 renrang
Perubanan Kedua Uhdang-Undang Nomor 23 Tabun 2014
lentang Pemeintahan Daerah ( rambad Negara Repubtjk
Indonesia 'lahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Pelatu.an Pemerinrah Nomo. 20 Tahun 2OOt tentang pembinaan

dan Pengawasan atas penyele.ggaraan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Relublik Indonesia,tahun 2OOt Nomo. 4r,.
Tambahd letubaran Nec{a Republik rndonesia Nomor aogol;

8.



I

10. PcaturaD Pcmcrintah Nonor 23 Tahun 2005 tentdg
PeiA.loh.n reuangm BadaD Layanan Umum (lrmbaran Negan

RepEbUk Indo.esia Talun 2OOS Nomoi 48, Tmbahan Lembaran

\egaE RepJblik Indonesia Nomor at02l:

11. Peraturd Peherintah Nomor 24 Tanun 2005 tentdg Stedar
Al<untmsi Pemerintahan Gembdan Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO5 Notuor 49, Tambahan lrmbat@ Negara Republik

l.donesia Nohoi 4503)r

12, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tenteg Pinjaman

Daerah (Lembar@ Nega.a Republik Ind.nesi2 Tahun 2005

Nss6\ s6. \Ls\a\LS \is\aq\ \eilllL l{es\r\\\r \\{sseis

13, Peraturan Pemeintah Nomor 55 tahun 2OO5 teniug Dana
Perihbansan (kmbaran Negara Repubtik r.donesia Tahun 2OOs

Nohoi 137, Tambahan Lembaran Nega.a Repubtik tndonesia

14. Pe.aturan Peoerintan Nomor 57 Tahun 2OO5 rentang Hibah
(Lembard Nesda Republik Indonesia .ratun 2oos Nomor r39,
Tambahan Lembara. Negara Republik tndonesia Nomor 4572);

15. Peraturan Pemerinrah Nomor 58 Tahu! 2OO5 pengetotaan

Xeuogan Daerah (rambaran Negara Republik hdonesia Tahun
2005 Nomor I40, Tambahan tEmbdan Nega.a Republik
hdonesia Nomor 4578)j

16. Peratura! Peme.inrah Nomor 8,rahun 2006 tenrang pelaporan

Keua.gan dan Xlnerja tnstansi pemerintah pembdan Nesara
Republik IndonesiaTahu! 2do6 Nomor 25, Tambahan Lemba.an
Negara Republik tndor-sja Nomor a6 t4J:

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7t Tahun 2OlO tentang Srandar
Al<untansi Peme.intah Berbasis Akeal (Lembrm Negda
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesja Nomo. S165);

18, Peraturan Menteri Dala( Negeri Nomo. 13 ,tahun 2006 re.tang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerat sebasaimana telah
diubah de.gan Peraturan Menreri Dalam Negeri Nomor 2i
Tahun 201I tenrang perubahaa atas peraturd Menieri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 rentang pe.lohan pengetolaa.

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik tndonesia Tahun
2011 Noftor 31011



MEMU'IUSKAN i

McnetapKe : PERATUMN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KDDUA ATAS

PERA''UMN BUPATI BULELENO NOMOR 22 'IAHVN 2A14
TENTANG KEBIJA(AN AKUNTANS] PEMERINTAH I(ABUPATEN

BULELENG

19. PcEturaD Menreri Dalam Negcri Nomor 64 Tahun 2Ol3 renr.ng
PeflcEpan Standar Akuntasi pemen.hhan Berbasis Akrual
Pada Pcmerinta.h Daerahl

P.sal I

Beberapa Ketentua. dalam Peraturan Bupati Buteleng Nomor 22
Tahun 2014 tentaog Kebijakan Arontansj pemerintah Kabupaten
BuleleDg (Berlta Daerah y€buparen Buletene Tahun 2Ot4 Nomor
2551 sFbagarmdna elah diubrh dengen pe-el, ra- Buoari ButrlenB
Nomor 49'lahun 2015 tentang perubahan Atas peraturan Bupati
Buleteng Nofror 22'tatLtn 2Or4 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerjntah Kabupaten Buleteng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2015 Nomor 49) diubah sebagai berikur :

1. Ketentuan dalam Lampi.an kbijakan Akuntansj Nomor 09
Allntansi Piutang diubah sehingga lmpiran Kebijakan
Akuntansi Nomor 09 Akuntansi piutang berbunyj sebagaimana
Lertan'ua dalsT Lamp.r.a peraru€n Bup6.i.-i

2.(etentuan dald lampiran Kebijaka Akuntansi Nomo. iO
AkunLansr Perseoi6d drub6h sehingga .ampird Krorjakan
Akuntansi Nomor IO Akunransi persedi,e berbunyi sebasajmda
re-.a-tLm dJlam L.Tp.rar peraLuren Bupa.i rn..

3, Xetentuan dalam LampimD Kebijakan Akunransj Nomor 11

Akuntansi Investasi diubah sehjngga lanpiran Kebijakan
Akuntdsi Nomor 11 AkuEraosi Investasi berbunyi sebagaimana
lerlan um dalam Lamp.r5- peraruran BLp6lii-,

4.(etentuan dalam Lanpiran Kebjjakan Akuntansi Nomor t2
Akuntansi Aset Tetap di\rbah sehingga tampiran Kebrjakan
Akuntansi Nomor 12 Akuntansi Asei Terap berbunyi sebagaimana
ter-rn um delan Lampirdn Peraru.Jr aJpdu rnr



Pasal n

P@tuEn Bupati ini Eulai be aku pada tanggal dunddskan.

AAd sctiap otus mcngctlhuinla, mderintahku pengundangan

P€Eturan Bupati ini dcnSan pencmpatannya dalah Beita Daerah

Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan dj Singdaja

pada tanegal 3l Desembcr2015

BULELENC,

CUS SURADNYANA f
di singaraja

31 Desember 2015

DAERAH XABUPATEN BULELENG,ARIS

EWA

BERI'TA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2015 NOMOR 84

EIPU


